BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan di Daerah;

bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga Kerja,
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;

bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak hak dasar pekerja/burun dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang  Penyelenggaraan dan  Perlindungan di  Bidang
Ketenagakerjaan ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918) ;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenaga Kerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3468) ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambarahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;
Peraturan  Pemerintah  Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke
Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004
Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2005 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1,
Seri D);
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Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN

PERLINDUNGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4
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15.

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Bupati adalah Bupati Bondowoso;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD yang

membidangi ketenagakerjaan.

Izin adalah izin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan

daerah ini.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah proses kegiatan ketenagakerjaan mulai dari

perencanaan, pelatihan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penyaluran, penempatan,

perluasan kesempatan kerja, pembinaan, pengawasan dan perlindungan teanag kerja.

Perlindungan Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh

aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

bentuk lain;

Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik ystem yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara

sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan

pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;

Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk

angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna

tertentu mengenai ketenagakerjaan.
15. Pelatihan....
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Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan;

Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan
memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik,
jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga
kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;

Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah,
badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
pelatihan kerja;

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu
antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan
dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu;

Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan
pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhannya.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS
adalah badan hukum vyang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk
menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah
lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah
Kabupaten untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja

Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan
dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja;

Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja
antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;

Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja
di luar negerti;

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di
wilayah Indonesia;

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan pemerintah;

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

34. Perjanjian.....
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35. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak;

36. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisinan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan;

37. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau
memperlambat pekerjaan;

38. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

39. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan
perlindungan tenaga kerja di daerah.

(2) Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk :

a. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam
mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;

b. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang
kondusif.

BAB Il
TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAIJIBAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah melalui SKPD bertugas:

melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;

melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;

mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;

melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;

melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik
1 (satu) tahun sekali dan/atau 5 (lima) tahun.

(4) Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
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